BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
khususznya dari scktor Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012
tentang Persyaratan, Mckanmisme dan Prosedur Tetap
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a, perlu menctapkan Peraturan Bupati lentang
Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana yang telah beberapa kali diubah,
terakhir denpgan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

he. W

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupalen Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 lentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

(Lembaran Daerah Kabupatcn Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Persyaralan,
Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Baluan (Berila Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

e

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Uha Selatan;
Pemerinlah Kabupaten adalah Pemcrintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan;

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan
Pengelnla Pajak dan  Retribusi Daerah Kabupaten Ogan
Komering Nu Selatan;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengclola Pajak dan
Relribusi Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik
dari sumber alam di dalam dan/atan permukaan bumi untuk
dimanfaatkan;

Mincral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam
dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam  peraburan
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;

Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Wajib Pujak adalah Orang Prbadi atau DBadan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan kelentuan peraluran
perundang-undangan perpajakan daerah;



.

10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {saiu) bulan kalender atau
Jangks waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak vang
tcrutang;

11. Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (sat) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
vang tidalk sama dengan tahun kalender:

12, Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada
suatu saatf, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah;

13. Pemungutan adalah suaty rangksian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yvang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serla pecngawasan penyctorannya:

14. Sural Pemberitahuan Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingleat
dengan SPTPD adalah sural yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,
abjek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan
kewajiban scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

15. Surat Setoran Pajak Dacrah, yvang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayarun dan penyetoran pejak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakoulkan
dengan cara lain ke kas dacrah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati:

16. Buraf Ketetzpan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak vang
menentukan besarmya jumilah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kelkuirangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratil, dan jumlah pajak vang masih harus
dibayar;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajalk
yang meneniukan lambahan atas jumlah pajak vang telah
ditetapkan;

18. Bural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjuinya disingkat
SEPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredil pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

19. Surat Kelctapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya
disingkat SKPDLBE adalah surat ketelapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak Lkarena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang tlerutang
atau seharusnya tidak terhutang:

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratil berupa bunga dan/atay denda,
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalaban hilung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan  ketentuan  tertentu  dalam
peraturan pérundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Sural Keletapan Pajak daerah Kurang Bayar:
Surat Keputusan Kcberatan adalah surat keputusan keberatan
terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketletapan
Kurang Bayar, Surat Pajak Daerah Kurang Bayar Tamhbahan,
Surat Keletapan pajak daerah Nihil, Sural EKetctapan Pajak
dacrah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
Putusan Banding adalah keputusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap surat keputusan keberalan yang
diajukan oleh Wajib Pajak;

Pembukuan adalah sualu proses pencatatan vang dilakukan
secara feratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang dilulup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun pajak tersebut;

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atan bukt vang dilaksanakan
secara objektil dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dacrah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
meclaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah;

Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan wvang dilalukan oleh Penyidik untuk
mencan serta mengumpulkan bukt yvang dengan bukt itu
membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

BABRII
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Bagian Kesam
Olnek Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuasn vang
dipungut bayaran atas pengambilan mineral bukan logam dan

baluan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batusn yang meliputi ;

a. Asbes:

o, Bat tulis;

c. DBatu setengah permata:
d. Batu kapur;

€. Batu apung;
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Batu permala;
Bentonit;
Dolomit;
Feldspar;
Czaram batu (halite);
Grafit:
Granit/andesit;
Gips;
Kalsit;
Kaolin;
Leusil;
Magnesit;
Milca;
Marmer;
Nitrat;
Opsidien;
Oker;
Pasir dan krikil:
Pasir kuarsa;
Perlit;
Phospat;
. Tallk;
- Tanah serap (fullers earth);
Tanah diatome;
. Tanah liat;
Tawas (alurm);
Tras:
Yarosif;
. Zeolit;
Basal;
Traklat: dan
- Mineral bukan logam dan baluan lainnya sesuai dengan
kelentuan peratiiran Perundang-undangan.

Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan
vang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan
yang dibuktikan dengan menunjuklan  bukti pcmbayaran
Pajak pada saat pengambilan.
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Bagian Kedua
Pandataan
Pasal 3
Pendataan objck pajak mincral bukan logam dan batuan
dilakukan dengan memberikan lormulir pendatlaan kepada
orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral
bukan logam dan batuan alsy melakukan kegiatan
pengolaban mincral bukan logam dan batuan yang beclhum
dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku

subjek pajal.
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Formulir pendatasn scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani olch Subjek Pajak atau kuasanya.

Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak
atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan
pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi
Wajib Pajak.

Benfuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendafraran

Pazal 4

Scuap subjek pajak harus mendaltarkan usahanya dengan
menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan
melahii Bidang Pendatzan, Penilaian dan Penetapan Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah.

Formulir pendaftaran schagaimana dimaksud pada ayat (l)

wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani

vleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :

a. Fotokopi identitas diri:

b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila aday);
dan

c. Burat kuasa bermcterai cukup apabila dikuasakan
dengan disertai [otokopi identitas penerima kuasa.

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan ke Bidang Pendataan, Penilaian dan
Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling

lambat 7 (tujuh) hari secjak yung bersangkutan memperoleh
formulir pendaftaran.

Subjek pajak yang tclah mendaltarkan usahanya, maka
Kepala Badan menyvatakan yang bersanglautan menjadi wajib
pajak dengan menerbitkan:

a. Kartu NFWPD; dan

b. Burat pengukuhan wajib pajak.

Apabila  subjek pajak  tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) Kepala Badzn
menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan  wajib pajak
secara jabatan,

Bentuk dan formal isian formulir pendaftaran sebagaimana
terscbut  dalam Lampiran 1T dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pergturan Bupati ini,



BAB III

BENTUE, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD,

(1]

(2]

(<)

(4]

[9)

(5]

(7]

(%)

(1)

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagiun Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

Sctiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar,
jelas, lengkap dan ditandalangani oleh wajib pajak atau
kuasanya scrta menyampaikan kepada Bidang Pendataan,
Penilaian dan Penelapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daergh.

Formulir SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayal (1),
dapat diambil sendiri olch wajib pajak di Bidang Pendataan,
Penilaian dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Dacrah dan atau dapat diakses melalui website resmi Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah.

SPTPD memual pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral
bukan logam dan batuan.

Penyampaian SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

Apabila balas waklu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
ibur, maka balas waktu penyampaian Jatuh pada satu hari
kerja berikutnya,

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD  schagaimana
dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD
secara jabatan,

SPTPD  dianggap tidak disampaikan  apabila  tidak
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD
dan SKPD scbagaimana tersebut dalam Lampiran M dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati

Bagizn Keduga
SKPDKB dan SKIPDKRT

Pasal 6

Terhadap SPTPD wang telah ditelit acbagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, rnasih dapat diterbitkan :

a. SKPDKE  apabila  berdasarkan pecmeriksaan  alau
kelcrangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan
logam dan batuan kurang dibayar; atau

b. SKPDKET apabila ditemukan dala baru dan/atau data
yang semula  belum  terungkap ¥ang menyebabkan
penambahan  jumlah  pajak yang ierutang  setelah

diterbitkan SKPDKR.



{2} Bentuk dan isi S3KPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian Gdak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mincral Bukan Logam dan
Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai
pasar atau harga slandar masing-masing jenis Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

(3) Taril Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan
sebesar 25% (Dua puluh lima persen).

(4) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
lerutang  dihitung dengan cara mengalikan taril pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan
pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terulang dipungut di

wilayah daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan
mincral bukan logam dan batuan,

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Mnaﬁ Ifajak adalah janglka walktu 1 (satu) bulan kalender vang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkun pajak yang terutang.

Pasal 10

Saal pajak vang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
Sualu saal dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan dacrah.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 11
(1) Perhitungan teknis ohjek pajak dilaksanakan oleh Dinas Teknis
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(2) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan
isian SPTPD yang telah diteliti.

(3) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayvat (2],
ditetapkan pajak terutang dengan pencrbitan SKPD.

(4) Apabila SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
atau kurang bayar selclah lewat waktu paling lama 30 (tiga
puluh} hari scjak SKPD diterima, dikcnakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) scbulan dan
ditagih dengan mecnerbitkan STPD.

BADR VI
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatlu
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 12

(1) Tata cara pcmungutan pajak mineral bukan logam dan
batuan dilakukan scbagai berilout :
a. Bistern pclaporan:
b. Bistem TOL/pemungutan di jalan; dan
c. Sistem Wajib Pungut (WAPU).

(2) Sistemn pelaporan schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, adalah scbagai berikut:
a. Wajib pajak mengisi SPTPD;
b. Wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam
dan batuan berdasarkan SPTPD: dan
c. Bagi wajib pajak yung tidak mengisi SPTPD, maka
diterbitkan SKPD secara jabatan,

[3) Sistern TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah sebagai berilaur :

a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi
penambangan  bahan galian mineral bukan logam dan
batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral
bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditlunjuk oleh
Kepala Badan:

b. Tanda bukb pembayaran pajak mineral bukan logam dan
baluan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut
sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditanjukdkan
kepada petugas pernungut di jalan (sistem TOL):

¢. Apabila pembeli atau pengangkut  tidak  dapat
menunjukkan tanda bukii pembayaran pajak mineral
bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangloat
merupakan wajib pajak dan dipungut pajak Pada saat itu;

d. Petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf
pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bulkan logam
dan  batuan yang ditunjukkan oleh pcmbeli atau
penganglkut sebagai bentuk moriloring; dan

€. Tempal pemungutan pajak sistermn TOL ditetapkan lchih

lanjut olch Kepala Badan.
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Sistern Wajib Pungut (WAPU) scbagaimana dimaksud pada

ayat (1} hurul ¢, adalah sebagai berilat ;

#. Dilakukan Badan Pengclola Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan
pekerjaan pemborongan di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sclatan;

¢. Seuap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda
bukti dan surat keterungan pembayaran pajak mineral
bukan logam dan batuan dari instasi vang terkait
dikenakan pajak dengan ketentuan scbagai berikul :

1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai
kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;

2. Berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih
dahulu ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
untuk menyampaikan SPTPD;

3. Wapb pajak melakukan pembayaran pajak mineral
bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan

4. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka
diterbitkan SKPD sccara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13
Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis
Pajak yang dibavar sendiri oleh wa]ib pajak (self assesment),

Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya
dilakukan sekalizus dan lunas di Kas Daerah paling lambal 10
[sepuluh] harn  setclah  berakhimmya masa pajak dengan
mengpunakan SKPD.

Pembayaran pajak terutang olch wijib atau kuasanya melalui
penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10
[sepuluh) har setelah diterima.

Pajak yang terulang dibayar di Bank Sumatera Sclatan
Bangka Belitung Cabang Muaradua, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sclatan
untuk disetorkan ke Rekening Kas Dacrah Kabupatcn Ogan
Komering Ulu Selatan atau melalui bendahara penerima
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Apablla  pecmbayaran oleh  Wajib Pajak atau kuasanya
dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke

kas dacrah sesual peraturan perundang-undangan vang
berlakuy,

Apabila batas waktn pcmbayaran jatuh pada hari libuor,
maka batas wakiu pembayaran jatuh pada satu har kerja

L
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(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana

tersebul dalam Lampiran V dan merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tala Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pajak
Pasal 14

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a.

Wayjib  pajak yang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran pajak  harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan
dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi
SKPDKE, SKPDKBT atau STPD yang digjukan permohonannya;
Permohonan  sebagaimana dimaksud huruf a  harus
mclampirken rincian ulang pajak atau tahun pajak yang
bersangkulan dan disertal dengan alasannya serta sudah
diterima Kepala Badan paling lama 7 (tyuh) hari sejak
diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan
permohonannya;

Permohonan  pembayaran  secara angsuran  maupun

penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan

dituangkan dalam Kepulusan telashan dari Kepala Bidang

Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Relribusi

Daerah:

Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak

untuk melaksanakan pembayaran pajuk terutang dalam masa

pajak berjalan;

Penundaan pembayaran  diberikan paling lama 1 (satu)

bulan, terhitung mulai jatuh lempo pembayaran vang termuat

dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain
vlch Kepala Badan;

Pembayaran angsuran atau penundaan  pembayaran

dikenakan bunga scbesar 2 %, {dua persen) per bulan;

Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai

berikut -

1. Perhitungan wuntuk sanksi bunga dikenakan hanya
terhadap jumlah sisa ANgsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil PengUrangan antara
besarnya sisa pajak yang belum atay akan diangsur
dengan pokok pajak angsuran:

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara
jumiah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah
angsuran;

4. Bunga adalah hasil perkalian antara Jumlah sisa angsuran

dengan bunga sebesar 2 o (dua persen); dan

Besarnya  jumlah yang harus dibayar tiap angsuran

adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga

sebesar 2% (dua persen).

|
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h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai
berikut :

1. Perhilungan bunga dikenakan lerhadap seluruh jumilah
pajuk lerutang yang diminda, yaitu hasil perkalian antara
bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang vang
ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pejak
yvang akan dilunda;

2. Besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh
jumlah wutang pajak wvang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan

3. Penundasn pembayaran harus dilunasi sckaligus paling
lambul pada saal jatuh tempo penundaan yang telah
ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran sccara angsuran tidak dapat mengajukan
permohonan pembayaran untuk surat ketelapan VANg Sumea.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 15
(1) Bupati melalii Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika

#. Pajak dalam tahun berjalan tiduk atau Kurang dibayar;

b. Dari hasil pencliian SPTPD terdapat kekurangan
pecmbayaran sebagai akibat salah tulis dan/atan salah
hituing; dan

¢. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/afau denda,

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratil berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk Jangka wakm paling lama
15 (ima belas) bulan sejak saal terutangnya pajak,

(3) SKPD wang tidak atawy kurang dibayar sectelah Jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran

V1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupaii ini.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 16
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pCngurangan,
keringanan dan penghapusan pajak kepada Bupati melalui
Badan Pengelola Pajak dan Relnbusi Daerah atas SKPD/STPD
untuk 1 (satu) masa pajak tertenty dalam Jangka waktu 3 (liga)

bulan sejak tanggal SKPD/STPD.
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Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan

rajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dengan membuat

alasan alasan yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah

sekaligus menyebutkan jumlah  pajak  terutang menuruat

perhitungan Wajib Pajak dengan melampirkan :

&. Folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. Folo copy SKPD: dan

c. Surat kuasa bermeterai dan folo copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pencrima kuasa apabila dikuasakan.

Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu 12 (dus
belas) bulan sejak langgal diterimanya permohonan harus
memberikan keputusan.

Apabila permohonan yang dimohonkan oleh Wajib Pajalk,
sehagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Kepala
Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan vang
dimohonkan dianggap dikabulkan.

Keputusan DBupati melalui Kepala Badan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat berupa menerima scluruhnya
ataul sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak vang
terhutang.

Pengajuan permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak menunda kewajiban membayar pajak dan undakan
penagihan.

Bentuk dan isi Keputusan Bupali tentang pemberian
PCRgUrangan, keringanan  dan penghapusan pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiaran VII dan Merupakan
Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

(1)

{2)

(3]

DAN PENGURANGGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminstrasi

Pasal 17
Bupati melalui Kepala Radan dapat mengurangkan atau
menghspuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang lerutang menurut peraturan
perundang undangan perpajakan dacrah, dalam hal sanksi
lersebut dikenakan karcna kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif herupa
bunga, denda dan kenaikan pajak terutang  dilakukan
terthadap STPD, SKPDKB atau SKPDEKET.,

Tata cara pengurangan  atau penghapusan  sanksi
administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

schagai berikul -



[#)

(3)

(53]
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a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia kepada Bupali melalui Kepala Badan

dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 {lujuh) han sejak

diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SEKPDKBT dengan

melampirkan :

l. Foto kopi KTP;

2. Foto kopi 8TPD, SKPDKB atau SKPDEBT; dan

3. Burat kuasa  bermeterai dan fotokoplk KTP
penenima kuasa apabila dikuasakan;

b. Berdasarkan permohonan schbagaimana dimaksud pada
hurul &, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang
Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah untuk melakukan pengkajian dan
penelitian;

c. Hasil pengkajian dan penelitan disampaikan kepada
Bupati sebagai dasar untuk memberi keputusan:

. Keputusan pemberian pengurangan alau penghapusan
sanksi administratif , ditetapkan oleh Kepala Badan;

¢. Paling lambal 1 (satu) bulan s=setelah mencrima
permohonan  sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bupati melalui Kcpala Badan harus memberikan
keputusan dikabulkan atau ditolak;

f. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sehagaimana
dimaksud pada huruf e, Bupati melalui Kepala Badan
belum memberikan  kcputusan, maka permohonan
sebagaimana dimaksud pada hurafa dianggap dikabulkan.

Terhadap permohunan yang ditolak, Bupast melahi Kepala

Badan :

&. Memberitahukan kcpada wajib pajak disertai alasan
penolakannya, ata;

b. Menulis catatan SSPD yang mencrangkan bahwa pokok
pajak dibayar beserla sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian
dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kcpala Badan dan
selanjutnya menerbitkan STPD Vang memuat sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % {dua persen)
dimaksud.

Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan vang dapat ditcrima, Kepals Dinas
mengurangkan alau menghapus sanksi administrasi bunga
alzu denda, dengan cara menuliskan catatan pada 33PD
bahwa sanksi tersebul dilurangkan atan dihapuskun, serta
diibuhi tands tangan dan nama jelas Kepala Badan.

Wajib Pajak melakukan pembayuaran pajak dalam waktu | x
24 (satu kali dua puluh cmpal] jam sejak disetujuinya
permohonan sebageimana dimaksud pada ayat (3).

L/
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Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Pasal 18
(1) Bupati melalui Kepala Badan karena jabalannya atau atas
pecrmohonan  wajib  pajak  dapal mengurangkan atau
membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :

a. Ada [akta baru yang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan untuk menenlukan besarnya pajak terutang
sedangkan Thalas wakiu pengajuan  keberatan atau
pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan
dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
dan

b. Ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
di pertimbangkan pengajuan kcberatan atau pengajuan
pembetulan SKPD atau  pengajuan pengurangan dan
penghapusan sanksi administratif akibat tidak
dipcnuhinya  persyaratan  formal, yakni pengajuan
permohonan  melampaui  batas  waktu  yang  telah
ditentukan,

(2} Ketetapan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif
berupa bunga, denda danfatau kenaikan pajak vang
tercantum dalam SKPD.

Pazgal 19

(1) Pengurangan atau pembatalan ketelapan pajak atas dasar
permohonan wajib pajak diatur sebagai herikul -
a. Burat permochonan wajib pajak didukung oleh fakta barn
yang meyvakinkan; dan

b. Dalam surat permohonan wajib pajak harus

dilampirkan dolkumen berupa foto copi :

1. SKPD yang diajukan permohonannya;

2. Dokumen yang mendukung digjukannya permohonan;
dan

3. Berkas  permohonan  berkut  bulkti penolakan
keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan
penghapusan sanksi administratif,

(2} Pengajuan permohonsn yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1), tidak dapat

dipertimbangkan dan  berkas permohonan  dikembalikan
kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan ataun pembatalan  keteta pan pajak karcna
jabatan dilakukan oleh Kepala Badan atau atas usul Kepala
Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan

adanya temuan bam,



16 -

Pasal 20

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak dimaksud dalam Pasal
19 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta
Eepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan
atau pembatalan keletapan pajak.

(2} Hasil pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dengan melampirkan (elaah pertimbangan atas
pengurangan {pembatalan ketetapan pajak.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapalan dan telashan
pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajalk,
Kcpala Badan memberikan keputusan.

(4] Kepala Bidang Pendapatan melalukan proses pcnerbitan
kepulusan yang berupa keputusan pengurangan alau
pembatalan  ketetapan pajak atau  keputusan pcnolakan
pengurangan alau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 21

(1) Atas diterbitkannya  Keputusan pengurdangan atau
pembatalan  ketetapan  pajak, Kepals Bidang Pendataan,
Penilaian dan Penetapan segera :

4. Melakukan pembatalan ketetapan prajak yang lama dengan
cara mencrbitkan SKPD baru dengan lelap mengurangkan
atau memperbaiki SKPD lama:

b. Memberikan tanda  silang pada SKEPD lama dan
sclanjuinya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta
dibubuhi paraf dan nams pejabat yang bersangkutan:

¢. Memerntahkan kepada wajib pajak  melakukan
pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari sctelah
dilerimanya SKPD haru; dan

d. Menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada
administrasi perpajakan.

(2) Sctelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan
alau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD vang telah
diterbitkan  dikukuhkan dengan  keputusan penolakan
pengurangan atau pembatalan kelelapan pajak dimaksud.

BAB Xl
PEMERTKSAAN PAJAK

Pasal 22

{1} Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam
dan  batuan, Kepala Badanp berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban
perpajakan  daerah dan twjuan  lain dalam rangka
melaksanakan Peraturan Daerah ten tang Pajak Dacrah.

L/
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Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus
dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan  surat
periniah  pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib
pajak vang diperiksa.

Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi
kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui
kesulitan  dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan
besarnya  pajak  lerutang  dapat  dilakukan  berdasarkan
penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan
logam dan bamian lertinggi dalam 1 (satu) tahun teralkhir,

Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran
Biaya suvatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan
permohonan Kepala Badan dapal menunjuk Inspektorat
Kabupaten untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

Untuk kepentingun pengamanan pelugas pemcriksa pajak,
Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan  dari
aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau
dolumen serla kcterangan yang diminta  oleh poctugas
pemeriksy pajak dan wajib pajak terikat oleh suaty kewajiban
untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan
itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI1I
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM BAYARAN

Pasgl 23

Alas  kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam
dan baluan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

Kclebihan pemnbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terjadi apabila -

3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yvang dibayar
lernyata lebih besar dari yang scharusnya lerutang: atau

b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan
batuan yang tidak scharusnyva (erutang,

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pcngembalian
alas kelebihan pembayaran pejak mineral bukan logam dan
batuan kepada Kepala Badan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memenuhi persyaratan :

&. Permohonan disjukan secara  teriulis dalam bahasa
Indonesia dengan mencantumlan besarnya pengembalian
yang dimohonlean diserta) alasan ¥ang jelas dan dilampid -
1. Fotokopi identitas wajib  pajak  atan fotokopi

identitas pencrima kuasa apabila dikuasakan;

LF
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2. Fotokopi SPTPD, SKFDLB;
3. Bukti pembayaran yang sah; dan
4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan.
b. Sural permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya.

Permohonan  pengembalian  yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
bukan  scbagai permohonan  sehingga tidak dapar
dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil pemcriksaan alau penclitian lerhadap
permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2],
dalam jangks wakitu paling lama 12 (dua belas) bulan scjak
lunggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala
Badan harus memberikan keputusan.

Apabila jangks wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suaty
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran  pajak
mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan
SKPDLDB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
{satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
keclebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) langsung diperhitungkan untuk mehlunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(10)Jika pengembalian  kelebihan pembayaran pajak mineral

(1]

(2)

bukan logam dan batuan dilakukan setclah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2%
{dus persen) sebulan atas  keterdambatan pembayaran
kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan,

Pasal 24

Dalam hal wajib pajak 1idak mempunyai  utang  pajak,
maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan
dilakukan dengan menecrbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) atas kclebihan pembayaran pajak mineral bukan
logam dan batuan.

SP2D atas kelebihan pembayarun pajuk mineral bukan
logam dan baluan dibebankan pada mata angsaran
pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan
pada lahun anggaran berjalan.
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(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan
logam dan batuan tahun-tahun scbelumnya yang Llelah
ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga,

BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian
pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnys Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah dapal bekerja sama dengan Dinas, Badan
atan instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perahiran Bupati
Nomor 33 Tahun 2012 (Berita Daersh Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 33) tenlang Persyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral Bukam
Logam dan Batuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mecngetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupat ini, dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ozan Komering Ulu Selatan,

Datctapkan di Muuaradua
pada langgal 20 Descmber 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

| BAGIAN | TGL/PARAF]
: £ |
_Hh;r{um b, /d | /—ﬁ/&—’
iz POPO ALI MARTOPO
Diundangkan di Muaradua

pada tanggal 30 Descmber 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOME

H.

(G URU SELATAN,
2

EANDAR

BERITA DAERAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2016 NOMOR 320,
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN
BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN | FORMULIR FENDATAAN | Tanggal Pendataan

KOMERING ULU SELATAN BADAN PAJAK DAERAH
. PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
| DAERAH
JI. Berazan Seandanan No. 21 PAJAK MINKRAL BUKAN
Muaradusa LOGAM DAN BATUAN
A NPWPD
T T T 0 L I 11

B.NAMA WAJIB PAJAK

| C.ALAMAT WA.JIB PAJAK

| D_NAMA USAHA

E.ALAMAT TEMPAT USAHA

| F. DESA / KECAMATAN

G.TELEPHONE

OGAN KOMERING
ULU SELATAN,

Petugas Pendata

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data vang ada dalam NPWPD
{apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, Fdan G : Diisilan sesuaj den gan yang tercantum dalam Surat Izin
Usaha yang berlaku (apabila sudah adaj atau diisi scsuai
keadaan flokasi usaha

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

1 sAGIAN | TGLIPARAF] W

!
1 0
| HUKUM G e/ ] FL POPO ALT MARTOPO
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LAMPIRAN TT
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN
BENTUK DAN FORMAT TSIAN FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab., OKU Selatan
Jalun Serasan Seandanan No. 27 Muaradua 32211

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIE PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir Kepada Yth.

| FERHATIAN - ' |
1. Harap diisi dalam rungkap dua (2} ditulis dengan huruf CETAK |
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangam, harap discrahkan kembali
kepada Badan Pengelola Pajuk dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ul
selatan langsung atau dikitim melalui Pos paling lambat tangeal .o “1

DITSE OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha -
2. Alamat (foto copy Surat Reterangan Domsil dilatmpirkan | =
- Dusun/Jalan/RT :
- Desa
Kecamatan
- Kabupaten
- Nomor telepon
- Kode Pos :
3. Buratizin yang dirmliki (folocopy Surat [zin harap dilampirkan )
- Surat zan Gangpuan Mo, . [ 54 FRRYR e
- Surat izin Usaha Kepariwisataan No.
SUralizin ... Mo
- Buratimin ... oo [ SR RS e ” I
4. Bidang Usaha (harap diisi sesusi den gan bidang nsshanya)
Hotel '
Restoran

Hiburan

Reklame ]
Penerangan Jalan

Pengambilan {pengoluhan mincral bulean logam dan batuan
Penyelemggaraan tempat parldr diluar badan jalan
Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
LT T S R 7

L




BN P

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

=

5. Nama pemilik / pengelola

_ 6. Jsbatan

7. Alamat Tempat Tingzal ( M:!ammrkﬁn Identitas vang dilaporkan |
- Dusun/Jalan

- ERT/EW/ERK

-  Desa/EKelurshan

-  Hecamalan

-  Kabupaten [Kota
Nomor telepon

-  Kode Posz

8. Kewajiban Pajak

Pajak Hotecl

Pajak Restorsm

FPajak Hi huran

Pojak Reldarnme

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air tanah

Paj Hkﬂ:ara_ng Burung Walet

Pajak . e viraa s

MNama Jeclas

Tanda Tangan :

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

o e

gAasiAN LIGL/PARAF!

’1 HUKUM %mﬁ- /" \
POPO ALI MARTOPO
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN
BENTLUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

FEMERINTAH KABLUPATEN DEAN KOMERING LLL SELATAN KO, SPTPD:
BADAN PENGELDLA PAME D&N HE TRIDUS DRERAH MASA PAMAE -
KOMP, PERMANTORAN PEMKAR. CHOL SELATAN
JL Serasan Seandanan Mo, 71 Musradiss Kode Pos 3F211 TAHUN PAJAK -

SFTPD
(FUHAT PEMBERITAHUAN PAJAK DACRAH]
FAJAK MINTRAL BUKAN LOGAM DAMN BATUAN

M. P, W.P. D =4 . Kepada Yih
0 S O 0= O e O
Mama Wajib Pajak :
Alamat |
- i s J
| PERHATIAM ;

L Herap difst dalam rangkap dua (2] ditufs dengsn huruf COTAK.
2. Beri nomor pada katak vang tersedia unluk fawaban yange dibesikan
3. Setelah dilsi dun ditanda tangan, harap diserahian kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Bacrah
rovmepriling lembat pada tanggal. ..o [CHficial Assesment)
Dan tanggal 20 bulan berlkutnya (Salf Assesment).
4. Rererflambatan Fenyemhan tanggsl tersebut diatas akan dilzkuksn Penetapan Secara Jabatan untuk Wi
Yang berdasarkan Official Assosment dan Dendg untuk WP y=ng berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH WAIIB PAIAK

1. [Data obyek pajak

Kotorangan:

Mo aurjm:;:?aﬂﬂm sumber pangambilan volurme/ Harga pasar/

E [lihat keterangan) {lihat keterangan] Tonase Nilai stsndard fm3
1. _J_ N T m3 R o ...
2 e e e T -m3 - O
3 Rl I s m3 - - e N

_d-. | L | I, b B W oy m3 ;1 R L e A,

| 5. S L m3 s R =]

| & T el | AR P— .m3 | e N e

|i = | ................ m3 B e miai

Wama bahan Minaral Bukan Logam dan Batuan

0L, Ashes 14, Blasil 27 Tanah Diatome 6. 5pliL1 2 cm

2. Baty tuslic L5, Kardin 28. 1anah Liaz AT Splt -3 om

03, Batu zetengah permata 16, Leusit 29, Pasir Unug 34, 5ol 3-5 o

04, Bamy kapur I7. Magnasit 30. Balu Koral 34, Balu Belah

05. baty agung 15, mika 31 [ANDESIT) A Sirty

0G. Baty permata 19. Marmer 32, —Tanzh Urug, 41, Kerikil

07. Bentonit M. Mitrat Ttanah Pury 22, Tawnes

. Dodamit 1. pasir dan Kerikil - Tanah Sirty 43. Trass

09, kekispar 22 Pasir buzres {Tasirtu) 44 Yarpsit

10. Garam batu [halite) 23, Perit A3, Tanah serap 45, Zenlit

11 Grafit M, Phuospat ifullers earth) 45, Basal

12 Granit 25 Talk 34. Pasir Bangunan A7 Trakhit

13.Gips 75, Batu Kali 35. Dbsidian

Sumber pengambilan bahan mineral bukan Logarn dan batuan

1. Sumbser alam di daleem bumi

2. 5umber alarn dipermukaan burmi

3. sumber alam didalam df permukagn i

L



Y.

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WP

L Jumiah Nifal Perolehan dan Pajak Terbutang untisk Masa Pajak sebefumnya (akumutasi deri awal Masa Pajak
Dialem Tahun Pajak Tertentu)

a. Masa Pajak = Tgl. Ep T
b. Dasar Pangenzan (Mikai perolehan) : Bp. oo .

<. Tarif Pajak (seswai Perda) A %

d. Pajak Terhutang {bxc) = e G Mo el

2. Jumiah Omzet dan pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang [ lampirkan foto copy drkisren):

o basa Pajak : TRE sfd Tgk.
b. Dasar PFengenaazn [Milai perolehan) @ Rp. e
c. Terif Pajak {sesusi Perda) 2 %
d, Fajak Tehutang [bxc) tRp.
C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnys akan segala skibat termasuk sanksi-senksl diengan ketentuen Perundang-undangan yang

berlakuy, seya atau saya yang beri kuasa mernyatakan bahwa aga yang lelah kismi beritahukan terchut digtes beserta lampiras-
lamipéran adalah benar, lengkap dan Jelas.

Tahsn..,
Wajih Pajak

Mama Jejas
D. DIIS! OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH [BPFRD)

Tala cara penghitungan dan penctapan yang dicehendaki -

1. Official Assesrent | dEhitung dan ditetapken olch Pajabat Badan Fengeloia Pajak dan Retribus| Daersh [BPPRD]).
2. 5elf Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sandiri].

Diterima tamagal
Marna Potugas
MIF

s. Im‘c..r‘

TANDA TERIMA

Yang Menarima




s Lo

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

FEMERINTAH KABUPATEN OGAN |
EOMERING ULL SELATAN SURAT KETETAPAN PAJAK

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN | DAERAN Nomor ...
RETRIBUSI DAERAH
Jl, Serasan Scandanan Mo, 21 | Tabun

Muaradua
Bulan :
Nama
Alamat
NPWPL
L‘ BATAS PENYETORAN TERAKHIR - _ |
| HCH AYAT JENIS F'M_Esj{ .Jj[_u—l'luﬂ.AH
0 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nilai .Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X
25 o
JUMLAH KETETAPAN POROK PAJAR
DEMDA
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK # DENDA
Drengan huraf - '
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahlkan /validasi Kas Register atau Cap /
Tands Tangan BK[P

3. Terlambal menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda scsuai
dengan Peraturan Daerah yvang berlalou.

Muaradus,.. oo oo N

a.n. Kepala Badan Pengelola Pajsk dan Retribusi Dacrah
Peoyetor Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penelapan

Kepada Yth. Ruangsn untuk terazn Kas / Register [ Tanda tangan |

_ Cap Bank /Pojabat Banlk
Fimpinan Bank SumsciBabel F /7l

Ayl mencrima penyeloran untuk
rekening Pemegang Kas Daerah
Pemerinish  Ksbupaten  Ogan
Komering Ulu Selatan

BUPATI OGAN KOMERING ULLI SELATAN,

| BAGlaN [TGL/PARAF g B
/Z POPO ALI MARTOPO

2o i
| HUKUM | e /C |
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LAMPIRAN [V
PERATURAN BUI'ATL OGAN KOMERING ULII SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2016
TEMNTANC
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL RIUTKAN LOGAM AN BATUAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

KOF TIINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Bepata YI . e oo
EBE bt e R A A
Momor £
Tanggal penerbitan - Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Daersh telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan
lain mengenai pelaksanasn kewajiban Pajak Mineral Bulkaan Logam dan Batuan terthadap :

DR LISl e s e s S e
Alama B mmmemR s S T e ey B e B S bR
Nama Pemilik e
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah schagai
beriloar -
L. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logem | Mo ]
| 2. Pajak yang scharusnya terulang ; 25% X kL — (1] ' 17 T
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2) Rp......,
| 4. Pajak yang telah dibayar : Rp.:..... ]
| 5. Pajalk yang kurang dibayar { 3 -4 ) Rp.......
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .. Perda ]
Nomor 8 Tahun
| Bunga =.... bulan X% X Rp._____ resesf D] = ¢ R
| 7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) I R ...
| Dengan Huruf : B
Muaradua,

An. Kepala BPPRD Kabupaten
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Bidang Penagihan
*) corct yang tidak perlu T
Nama Wajib Pajak Mineral Potcng dinsd lJ:tma TR et
Bukan Logem dan Datuan - g
| | Alamat
Nomor SFTPD
Tanggal Penerbitan ; o e S e R e |
[k Nama Lengkap & Tanda Tangan

L




~ T -

B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

KOFP INNAS -
| SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
B P A N o sl A
R S R
Nomor :
Tanggal penerbitan - Tanggal jutuh tcmpo -

|
L. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sclatan Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pajak Daecrah telah dilakukan pemeniksaan alau berdasarkan
keterangan lain mengenai pelaksanasn kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan terhadap :

L E RS e S e

Alamart o b R e e e e e e ot B e e

Alamat e e L e

1. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebuagai
berlout :

| 1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan lugam FEps 1
2. Pajul yang seharusnya terutang - 25% X Rp.........{1}) Rp. i '
3. Pajak yang scharusnya dibayar (2] | Rp........

4. Pajak yang telah dibayar ; | Bp...... ]
5. Pajak vang kurang dibayar [ 3 - 4 | i
6. Sanksi administras] berupa bunga [Pasal ... Perda |

| Nomor 8 Tahun

|  Bunga =....... bulan X 2% X Rp.......___. (3) . Ry

7. Jumlah yang ma=ih harus dibayar (5+6] | o
Dengan Huraf : =

Muaradua,

An. Kepala BFPFRD Kabupaten
OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Bidang Penagihan

) coret ¥ang tdak perin

Miria Weaiib Pajak Mine Potong disim Daterima Tanggal:,..... ...
Bukan Logam dan Batuan - len

Alarnat

Nomor SPTPD

Tanggal Penerbitan : B ey mssisyimti s o ]

* Nama Lengkap & Tanda Tangan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN | TGL/PARAF! ,’—M

3o i
HUKUM | T / |
,Z POPO ALl MARTOPO
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (B33PD)

PEMERINTAIH KATITPATEN OGAN KOMERTNG TILU SKLATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETEIBUSI DAERAH

Komplek Peckamioran Pemiboah. OED Selatan
JL. Bimrowven Sepndomon Noo2 1 Musrsdus 3221 |

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Objek Pajak
Alamal Objek Pyjak
Jenie Pajalc
NFWFPD

Kode Area
Tipe Pajak
Perivde / Kode Bayar
NO S5PD

Masea Pajak

SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH [SPPLY)

Tahumn :

RINCIAN

No.

Jumlah

JUNMLAH

Penyetor

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

EAGLIAN
HUKUM

TGL | PARAF |

="

/ FOPO ALI MARTOPO
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
KOF DINAS

' SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAI

Eepada
Bepada YWeh g unng
di ... 3 z
Nomor
Tanggal penerbitan
Tanggal jatuh tempo

l. Berdasarkan Peraluran Daerah Kabupaten Ogan Komermg Uhs Selatan Nomor 10 Tahun
2010 teniang Pajak Dacrah telah dilakukan pemeriksaan  pelaksansan  kewajiban
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama [Jsaha
Alamal =
Nama Pemilik
Alamat :

| II. Dari Pemeriksaan terschut i atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berilout;

. Pokok pajak yang harus dibayar ' 2 » S
. Telah Dibayar tanggal ........... N Tt ) '

. Pengurangan Bp .
- Jumlah yang dapat diperhitungkan [2+3) g i
- Kurang Dibayar (1-4) _ _ _ Fpo. ...
- Sanksl administrasi bunga berupa [Pasal _..Perda Nomor B e
- Jumlah yang harus dibayar (5+6) Rp )
cngan Huraf: y

I I e

o

Muaradua,
an. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI

UAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN |

KEPALA BIDANG PEN DATAAN, PENTLAIAN 1DAN
PENETAPAN

") coret yang idak perly

EBUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

-EAG?AN TGLIF&R.Q_F"} ‘7______7%/47
2. S|

HURLIN 'EW [ ;
5 /ﬁ POPO ALl MARTOPO
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LAMPIRAN VTI

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 320 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(KOP DINAS)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

— Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Nomor: [ /[

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PA.JAK

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

Kepala Badan,

#. bahwa berdasarkan hasil pemcriksaan scderhana atas
permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Baluan Nomor ........ - langgal terdupat/tidak terdapat #)
cukup alasan untuk mengurangkan besamya Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang terutang;

b.  bahwa berdasarksn pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menctapkan Keputusan Kepala Badan
Fengelola Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten Ogan
Komering Uha Selatan Tentang,..........ooovove . 3

1.  Peraturan Daerah Kabupaten 0Ogan Komering Ula Selatan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10
Tahun 2010);

2.  Peraturan Bupati Ogan Komering Uli Sclatan Nomor ...
tentang Tals Cara Pengelolaan Pajak Mincral Bukan Logam

dan Batuan;
Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan atas nama .....____..... tanpeal ... . yang diterima lengkap
oleh Dinas pada tanggal ... -
MEMUTUSKAN :

Mengabulkan /Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Minera)
Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pyjak :

Nama Wajib Pajak -
Alamat Wajib Pajak
Nama Usaha

Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan ¢
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KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimalksud

pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan vang lerutang ERp s aG

Besarnya Pengurangan (... % x Rp ... SR L

Jumlash Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan Yang Scharusnya Dibayar Y i i i
KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua

*]  coret yang tidak periu

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

SAGIAN | TGL/PARAF| Q ==
-
HUKLUM ;;_W I
POPO ALI MARTOPO

e




